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KEPUTUSAN BERSAMA 
i

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK I NDONESIA

DAN

MENTERI KESEHATA.N REPUBLIK I N DOiNESIA

NOMOR L4/vrrr/KB/zOLr
NOMOR I673/Menkes/sxg/vlrI / zoLL

TENTANG

PENYELENGGARAAN POLITEKNIK KESEHATAN

YANG DISELENGGARAKAN OLEH. KEMENTERIAN KESEHATAN
i

DENGAN RAHMAT TUHAN YANC MAHA ESA
',

MENTERi PENDTDIKAN NASIONAL DAN MENT.ERI KESEHATAN'

Fwodo
Ecr Lrc_

bahv'ra dalam rarrgka menjaga keberlangsungan
proses pendidikan di Poiiteknik Ke$ehatan pedu
diiakukan alih pembinaan iakedemik Politeknik
Kegehatan yang berada di: bawah pernbinaan
Kementerian Kesehatan kepada Kementerian
Pendidikan Nasiorral;

bahwa sebelum ditetapkan pengalihan pernbinaan
akademik Politeknik Kesehatan dari Kementerian
Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan,NAsional
perlu diatur penyelenggaraan Po litekni]< Ke sehatan; -

bahwa berdasarkan pertimkiangan se baiiaimana
dimaksud pada i huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan' Keputusan Betsa4a Menteri Pendidikan
Nasional dan , Menteri rKesehatan tentang
Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan;

Undq.ng-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang
$istem- Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Tahun 2OO3, Nomor 78' Tambahan
l,embaran Negara Repubtik lrrdonesia Nomor 4301);

Und.ang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehilan (Lembaran Negaral Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5A72]1

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
lndoiesia Tahun 1996 Noinor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik lnd'onesia l\omor 3637);
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Peraturan Pemerincah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengeiolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nornor 23 dan
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105)
sebagaimana telah dir:bah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan,Pemerintah Nomor 17 Tai:rin ?010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara RI Tahurr 20l0 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);

Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara:

Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, TUgas, dan Furrgsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nornor 24
tahun aOtO tentang Keduclukan, Tugas, clan Fungsi
Kementerian Negara serta $usunan Organisasi, T\r.gas,
dan Furrgsi Eselon I Kernenterian Negara;

Keputusan pre'siden Nomor 84/P Tahun 2009
mengenai Pernbentukan ltabinet lndonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN: i

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDII{,TN NASIONAL
DAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENYELENGGARAAN POLITEKNIK KESEHATAN, .YANG
DISELENGGARAI(AN O LEH KEM ENTER I AN -KE gEH ATA}i.

Selarrra prose$ alih pembinaan akademik potitet<nik
Kesehatan dari Kemen terian Kesehatan kepada l{ementerian
Pendidikan Nasional, penyelenggaraan pendidikan di
Politeknik Kesehatan yang diselenggarail oleh Kementerian
Kesehatan tetap diselenggarakan derigan kelentuan sebagai
berikut: I

a. Menteri Pendidikan Nasional melakukan pembinaan
akademik terhadap penyelengg&raan pendidikan di
Politeknik Keseha[an;

.:
b. Menteri Kesehatan melakukari pembinaarr teknis

terhadap penyelenggaraan pendidikan di Politeknik
Kesehatan untuk mencapai sHndar kompetensi;
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c. Menteri Kesehatarr mempersiapkan usul pengalihan
pembinaan akademik anta-ra lain: izin penyelenggaraan
pendidikan, standar pendidikan, standar kuriliuium,
jabatan akademik dosen, dan penja$rinarl rnutu
Pofi teknilc Kesehatair kepada Menteri Perrdidikan Nasional
sesuai dengan ketentuan peratufan perundang-
undangan.

Seluruh pembiayaan yang berkenaan dengan ditetapkannya
Keputusan Bersama ini menjadi tanggung jawab masing-
masing Kementeian sesuai dengan kewenangannya.

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
r padatanggal 5 Agusrus 2011
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